PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 01 Desember 2023
Kepada
Yth. Terlampir

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 180.0/2904
TENTANG
PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM PERANGKAT DAERAH MELALUI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) JAWA TENGAH

A. DASAR

—_

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

7. Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa

Tengah.

B. KEBIJAKAN

Pengelolaan Dokumen Hukum Perangkat Daerah Melalui Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)
Jawa Tengah

C. PELAKSANAAN

1. Pengelolaan Dokumen Hukum meliputi Peraturan KepalaPerangkat Daerah, Keputusan Kepala
Perangkat Daerah, Surat Edaran KepalaPerangkat Daerah, dan Dokumen Perjanjian Kerjasama
dilakukan secara fisik dan elektronik melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Tengah

2. Pengelolaan Dokumen Hukum secara fisik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Menyiapkan filling cabinet sebagai tempat Dokumen Hukum untuk diarsipkan (disebut pojok JDIH)
(Contoh sebagaimana lampiran 1);

b. Dokumen Hukum vyang diarsipkan merupakan dokumen minuta (asli) yang ditandatangi
pimpinan Perangkat Daerah dengan memperhatikan asas-asas kearsipan;

¢. Melakukan penghimpunan Dokumen Hukum di lingkunganPerangkat Daerah masing-masing
termasuk pada Bidang/Bagian hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah masing-
masing;

d. Dokumen Hukum minuta (asli) yang telah terhimpum disimpan kedalam pojok JDIH

e. Dokumen hukum yang telah terhimpun dikelompokkan berdasarkan jenis (Peraturan Kepala
Perangkat Daerah, Keputusan KepalaPerangkat Daerah, dan Surat EdaranKepala Perangkat
Daerah, termasuk Dokumen Perjanjian Kerja Sama), kemudian disusun per tahun dan diurutkan per
nomor;

f. Dokumen yang telah dikelompokkan dimasukkan dalam daftar inventarisasiDokumen Hukum
(format sebagaimana lampiran 2); dan

g. Inventarisasi Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud padaangka 1 huruf f dilaporkan kepada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat JDIH Provinsi di Jawa Tengahsetiap tahun



pada minggu pertama bulan Desember.

3. Pengelolaan Dokumen Hukum dilakukan secara elektronik terintegrasi padawebsite JDIH Provinsi Jawa
Tengah dilakukan dengan ketentuan:

a.
b.

C.

Melakukan alih media terhadap Dokumen Hukum fisik yang telah dikelola sebagaimana dimaksud
pada angka 2;

Mengunggah Dokumen Hukum yang telah dialihmediakan sebagaimana dimaksud pada huruf a
melalui website JDIH Jawa Tengah (tata cara pengunggahan sebagaimana lampiran 3);
Berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimasing-masing
Perangkat Daerah terkait dengan Dokumen Hukum yang dapat diinformasikan dan disebarluaskan
kepada masyarakat langsung melalui website JDIH Provinsi Jawa Tengah atau Dokumen Hukum
yang hanya didokumentasikan secara internal dalam website JDIH Provinsi Jawa Tengah;
Dokumen hukum yang akan diinformasikan dan disebarluaskan melalui website JDIH merupakan
Dokumen Salinan yang telah di autentifikasi oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau Kasubbag Tata
Usaha pada Biro dengan mencatumkan kalimat Salinan sesuai dengan aslinya (contoh
sebagaimana lampiran 4);

Dokumen hukum di unggah paling lambat1 (satu) hari setelah dokumen hukum tersebut
ditandatangin oleh Kepala Perangkat Daerah.

4. Setiap website Perangkat Daerah agar memuat hyperlink website JDIH (https://jdih.jatengprov.go.id) yang
diletakkan pada halaman utama (Contoh terlampir).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

TEMBUSAN:

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

‘%‘ Ditandatangani secara
] elektronik oleh:
&

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

1. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

4. Kepala Biro Hukum

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh

,i ? Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Lampiran | Surat Gubernur jawa tengah
Tanggal :01 Desember 2023
Nomor :180.0/2904

SEKRETARIS DPRD

INSPEKTUR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KEPALA BADAN PENGHUBUNG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

. KEPALA DINAS KESEHATAN

. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

. KEPALA DINAS SOSIAL

. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

. KEPALA BIRO HUKUM

. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

. KEPALA BIRO ORGANISASI

. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

. KEPALA BIRO UMUM

. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH AMINO GONDOHUTOMO

. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI

. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA

. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO



Lampiran 1: Contoh Pojok JDIH.

POJOK JDIH




Lampiran 2: Contoh daftar inventarisasi Dokumen Hukum.

INVENTARISASI PERATURAN/KEPUTUSAN/SURAT EDARAN' KEPALA BADAN/DINAS/BALAI/UPT ......

TAHUN ....
No. Nomor Judul Tanggal Status Keterangan
Peraturan/Keputusan Ditetapkan
/Surat Edaran

1 2 3 4 S 6

1 1027/11/2023 Petunjuk Teknis Pengelolaan |20 Januari 2023 | Berlaku Bidang Kawasan
Belanja Hibah Kawasan Permukiman
Permukiman Dinas
Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

1. Inventarisasi dibuat per jenis Dokumen Hukum.

2. Status terkait Berlaku atau Tidak Berlakunya Dokumen Hukum.

3. Keterangan dapat diisi informasi lanjutan dari status Dokumen Hukum seperti Dokumen Hukum yang Dicabut, Mencabut, Diubah,
dan Mengubah serta dapat diisi Bidang/Bagian yang bertanggungjawab dalam proses penyusunan Dokumen Hukum.



Lampiran 3: Tata cara mengunggah Dokumen Hukum melalui website JDIH
Provinsi Jawa Tengah.

Profil Peraturan Monografi Artikel Produk Putusan Perpustakaan Layanan Informasi

o F T ) .
- ¢ j[]]ﬂl[‘L Kami Perundang- Hukum Bidang Hukum Hukum

Undangan Hukum OFPD

Informasi Produk dan Layanan Hukum Jawa Tengah dalam Satu Portal

b4 i BANKUMIS
2 . - sl
waskito
jaakeny ¥
Layanan Pengawasan Produk Hukum Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD) Pemberian Layanan Bantuan Hukum (si
Kabupaten/Kota (Waskito Jateng) BANKUMIS)

Buka Website JDIH (https://jdih.jatengprov.go.id) ,
pada bagian Layanan Hukum pilih Layanan
Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD)

SISTEM E-PHD
PROVINS! JAWA TENGAH

MASUK

MASUK

e Masukkan Username dan Password, bila belum
mendapatkan bisa menghubungi Helpdesk Biro
Hukum



E-PHD BIRC HUKUM

- Kepala Dinas Perumahan R Beran d a

PROVINSI Ji

Tahun 20723 W

Pengajuan Proses

Pilih menu Produk Hukum pada bagian kiri
halaman beranda

Form Input Produk Hukum

Tipe Produk Hukum*

Peraturan Perundang-undangan

Kategori Produk Hukum*

Peraturan Kepala OPD

Bidang Hukum*

Keuangan Daerah

Nomor Peraturan®

027/11/2023

File (Produk Hukum. Format PDF maksimum 10MB)

Choose File | SK-Disperakim-027-11-2023.pdf

Status”

Berlaku

Bahasa®

Bahasa Indonesia

Isi seluruh formulir metadata sesuai dengan
Dokumen Hukum (deskripsi dibawah ini) yang
akan diunggah dan pilih Simpan

Video Tutorial dapat diakses pada Chanel YouTube
“JDIH Provinsi Jawa Tegah”




Deskripsi Metadata

Metadata Cara Pengisian Keterangan
Tipe Produk Hukum Peraturan Perudang- - Peraturan Perundang-
Undangan undangan

- Monografi Hukum

- Artikel Hukum (majalah,
Koran)

- Putusan
Pengadilan/Yurisprudensi

Kategori Produk Hukum

Peraturan Kepala OPD

- Peraturan Kepala OPD
- Keputusan Kepala OPD
- Surat Edaran Kepala OPD

Bidang Hukum

Keuangan Daerah

Bidang hukum Dokumen
Hukum

Nomor Peraturan

027/11/2023

Pengarang

Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Jawa Tengah

Perangkat Daerah
pembuat Dokumen
Hukum

Tanggal Ditetapkan

20 Januari 2023

Tanggal penetapan
Dokumen Hukum

Tanggal Diundangkan

20 Januari 2023

Tanggal pengundangan
Dokumen Hukum

Tahun 2023 Tahun terbit Dokumen
Hukum
Tentang Peraturan Kepala Dinas | Format Judul : Judul
Perumahan Rakyat dan | DITULIS LENGKAP.
Kawasan Permukiman TANPA
Provinsi Jawa Tengah DISINGKAT. Huruf
Nomor 027/11/2023 Kapital hanya di tiap awal
tentang Petunjuk Teknis | kata.
Pengelolaan Belanja Kata tentang ditulis huruf
Hibah Kawasan lowercase semua
Permukiman Dinas
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Tags Hibah Bantuan Sosial Subjek Dokumen Hukum
Abstrak - Uraian ringkas Dokumen

Hukum penyusunan
sesuai Permenkumham
No. 8 Tahun 2019.
(Dikosongkan apabila
tidak ada)

Tempat Terbit Semarang Tempat Dokumen Hukum
ditetapkan

Penerbit Biro Hukum Penerbit Dokumen
Hukum

Sumber - (Dikosongkan)

Pemrakarsa Eksekutif Pemrekasa Pembuatan
Dokumen Hukum, bisa
eksekutif atau legislatif

Penandatangan Arief Djatmiko Format Penandatangan :

Tuliskan nama pejabat




tanpa gelar dan jabatan

T.E.U

Jawa Tengah

Nama Provinsi

ISBN

Hanya untuk Monografi
(Dikosongkan)

Nomor Panggil

Hanya untuk Monografi
(Dikosongkan)

No Induk Buku

Hanya untuk Monografi
(Dikosongkan)

Author

Nama penginput data

Hasil Uji Materi

(Dikosongkan)

Keterangan Status

Keterangan status
(Dicabut, Mencabut,
Diubah, Mengubah)
Dibuat link ke Dokumen
Hukum target, dengan
syarat

Dokumen Hukum target
sudah diinputkan
sebelumnya

File

File pdf Dokumen Hukum
yang telah diatur sesuai
lampiran 4

Status

Berlaku

Status Utama Dokumen
Hukum hanya BERLAKU
dan

TIDAK BERLAKU.

Bahasa

Indonesia

Bahasa yang digunakan
Dokumen Hukum

Jenis

Internal/Umum

- Internal apabila
Dokumen Hukum
tersebut termasuk
informasi yang
dikecualikan dan hanya
sebagai dokumentasi
internal.

- Umum apabila
Dokumen Hukum
dapat diakses
Masyarakat umum
melalui Website JDIH
Provinsi Jawa Tengah.




Lampiran 4: Contoh Peletakan kalimat Salinan dan Salinan telah sesuai dengan
aslinya.

G

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 027/11/2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

Contoh peletakan kalimat salinan pada halaman awal

Ditctapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. ARIEF DUATMIKO, MA

SALINAN : Kceputusan ini disampaikan kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah;
Wakil Gubernur Jawa Tengah;
Sckretaris Dacrah Provinsi Jawa Tengah;
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sckda Provinsi Jawa Tengah;
Inspcktorat Provinsi Jawa Tengah;
Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Dacrah, Sctda Provinsi
Jawa Tengah;
9. Kcpala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Sctda
Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Jawa Tengah.
(T —

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Cap dan Tandatangan

PNOAPDN =

NOVA ADIWIDANTO

Pembina Tingkat I
NIP. 19731113 199803 1 003

Contoh peletakan kalimat salinan sesuai dengan aslinya
pada halaman penandatanganan



Lampiran 5: Contoh Peletakkan tautan atau hyperlink website JDIH
(https://jdih.jatengprov.go.id) pada halaman utama website perankat Daerah.
Logo dapat di unduh https://s.id/LogoJDIHJateng

Beranda PROFIL LAYANAN PPID  Galeri UPPD SAMSAT KANAL ADUAN KEGIATAN REGULASI Open Data

@oArenoa

Pranala Luar

s§&%

o Pelayanan Samsat
“Sematkin Dekat Semakin Cepat”

SR

® < i
== L Dyofil
*BPPD & SAMSAT

KABUPATEN SEMARANG
—_—

Alamat

Visitor Counter

JI. Pemuda No 1
Semarang
Jawa Tengah - Indonesia Online 35
Telp. (024) 3515514

an Daerah Fax (024) 3555704

~ Peletakkan tautan atau hyperlink website JDIH pada website Badan Pengelola
Pendapatan Provinsi Jawa Tengah

@Pcm& PPID .. I,:%
= prov.JaTENG W “SEl

.@ LaporGub! “ p—rfrslira j[l_lf_-lm‘

Unduh File Materi Informasi Resmi Dari DISNAKKESWAN.

4% DINAS PETERNAKAN VELEER

505 DAN KESEHATAN HEWAN
S5 PROVINSI JAWA TENGAH

FACEBOOK CONTACT Us

MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN Q
Tweets from Di hatan Hewa
BERDIKARI 5 “ =
. @disnakkeswanjtg Pr :
“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi = disnakkeswangajatengprov.go.id
X < +( 024 ) 6921023
Visitors

=0 e16.103mza 649 Ivlca 331
B ys 13,601 ® psa7 G 206
= it

" Peletakkan tautan atau hyperlink website JDIH pada website Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah



https://jdih.jatengprov.go.id/
https://s.id/LogoJDIHJateng



